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PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN KEGIATAN
PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KESEHATAN
ANTARA LEMBAGA DIKLAT RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET DENGAN PDFMI CABANG JAWA TENGAH
NOMOR: …/UN.27.46.3/…/2026

Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun … (… - … - ...) yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama	: Prof. Dr. Diah Kurnia Mirawati, dr., Sp.S(K)
Jabatan	: Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret
Alamat	: Jalan Ahmad Yani Nomor 200 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161
Status Akreditasi	 : Terakreditasi Madya
Nomor Akreditasi	 : HK.02.02/F/3077/2024
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
II.  Nama	: 
Jabatan	: 
SK	: 
Alamat	: 
NPWP	: 
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.
MENGINGAT
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
1. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/131/2025 tentang Pedoman dan Instrumen Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan.
MOU antara Lembaga Diklat Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret dengan ….
MENIMBANG
a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pelatihan yang telah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berwenang menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan;
b. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki keinginan dan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan dengan menggunakan akreditasi PIHAK KESATU;
c. Bahwa berdasarkan Pedoman Akreditasi Kemenkes, lembaga yang belum terakreditasi harus bekerjasama dengan lembaga terakreditasi untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
DEFINISI
Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:
1. Akreditasi adalah penilaian kelayakan kepada suatu lembaga/ badan hukum yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang. 
2. Akreditasi Lembaga adalah pemberian pengakuan oleh Kementerian Kesehatan untuk lembaga Pelatihan yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk bisa menyelanggarakan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi bidang kesehatan.
3. Kegiatan Peningkatan kompetensi adalah kegiatan pembelajaran nonpelatihan untuk menjaga kompetensi tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang bentuk kegiatannya berupa seminar/webinar, workshop, simposium dan bentuk peningkatan kompetensi lainnya. 
4. Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah organisasi berbadan hukum yang telah memperoleh pengakuan dari Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan/ Lembaga penyelenggara pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga pelatihan adalah organisasi yang berbadan hukum dan mempunyai tugas, fungsi serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan. 
5. Pelatihan Bidang Kesehatan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan/atau menunjang pengembangan karier bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan/ Pelatihan Bidang Kesehatan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan/ atau menunjang pengembangan karier bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
6. Registrasi Pelatihan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan adalah proses pendaftaran penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan di tahun berjalan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan terakreditasi. Registrasi pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan untuk setiap jenis penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan. 
7. SKP (Satuan Kredit Profesi) adalah satuan penghargaan yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan atas partisipasinya dalam kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi yang telah disetujui oleh kolegium terkait.
8. JPL adalah satuan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan penjelasan sebagai berikut: 
· Teori (T) dan penugasan (P) 1 (satu) jpl adalah 45 (empat puluh lima) menit.
· Praktik lapangan 1 (satu) jpl untuk praktik lapangan (PL) adalah 60 (enam puluh) menit
9. Plataran Sehat adalah platform Learning Management System (LMS) yang disediakan Kementerian Kesehatan untuk pengelolaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi bidang kesehatan.
10. SIAKSI adalah Sistem Informasi Akreditasi Institusi yang digunakan untuk registrasi dan pengelolaan akreditasi lembaga pelatihan.
11. SIAKPEL adalah Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan yang digunakan untuk  mengusulkan akreditasi pelatihan secara online.
12. KAK (Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan) atau Term Of Reference (TOR) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.
13. Pedoman Kemenkes adalah Pedoman dan Instrumen Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/131/2025.
14. Skala Internasional adalah penyelenggaraan dan kerjasama kegiatan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan di dalam negeri, dengan target peserta dari dalam negeri dan/atau luar negeri, dengan JEP ≥ 50% dibawakan oleh narasumber luar negeri atau bekerja sama dengan Lembaga/organisasi /institusi luar negeri terkait. 
15. Skala Nasional adalah penyelenggaraan dankerjasama kegiatan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan di dalam negeri, dengan target peserta dari dalam negeri, dengan narasumber dari dalam negeri dan/atau luar negeri dengan JEP < 50%. 
16. Skala Lokal adalah penyelenggaraan dan kerjasama kegiatan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan di dalam negeri, dengan target peserta dari dalam instansi sampai dengan provinsi setempat, dengan narasumber dari dalam negeri dan/atau luar negeri dengan JEP < 50%.
PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA
1. PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan dengan menggunakan nama dan akreditasi PIHAK KESATU.
2. Ruang lingkup kerjasama antara lain meliputi:
a. Registrasi dan administrasi kegiatan melalui platform SIAKSI, SIAKPEL, dan Plataran Sehat;
b. Pengajuan dan pengurusan SKP kepada kolegium terkait;
c. Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan jadwal pelatihan kurikulum, KAK, dan media publikasi;
d. Pendampingan dalam melakukan konversi kurikulum sesuai dengan kebutuhan metode pelaksanaan pelatihan. 
e. Penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan kegiatan;
f. Pengaturan Fasilitator/Narasumber sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan. 
g. Pengaturan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi.
h. Penerbitan sertifikat yang diakui Kementerian Kesehatan; dan/atau
i. Pelaporan kegiatan kepada Direktorat Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.
PASAL 3
JANGKA WAKTU
1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu .. (..) tahun, terhitung sejak tanggal ….. sampai dengan tanggal …., terhitung sejak ditandatanganinya PKS.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam addendum perjanjian.
3. Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Pengakhiran PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya peresetujuan Para Pihak
5. Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakhiran PKS ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab Para Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya PKS
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:
A. HAK PIHAK KESATU DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Hak PIHAK KESATU merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
	No
	HAK PIHAK KESATU
	KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

	A. ASPEK KEPATUHAN ADMINISTRASI

	1. Media Publikasi

	1
	Mendapat jaminan media publikasi mencantumkan logo Kemenkes di kiri atas
	Wajib mencantumkan logo Kementerian Kesehatan di sebelah kiri atas pada setiap media publikasi

	2
	Mendapat jaminan logo lembaga terakreditasi dicantumkan di sebelah logo Kemenkes 
	Wajib mencantumkan logo lembaga terakreditasi di sebelah logo Kementerian Kesehatan 

	3
	Mendapat jaminan status dan nomor akreditasi ditulis di kanan atas 
	Wajib mencantumkan status akreditasi dan nomor akreditasi di kanan atas media publikasi

	4
	Mendapat jaminan judul, materi, narasumber tertulis jelas dan benar
	Wajib mencantumkan judul, materi, dan nama narasumber dengan jelas dan benar

	5
	Mendapat jaminan pencantuman QR Code yang berisi target peserta dan nilai SKP
	Wajib mencantumkan target peserta dan nilai SKP dalam bentuk QR Code 

	6
	Mendapat jaminan tidak ada promosi diskon atau imbalan dalam publikasi
	Wajib menghindari promosi berupa diskon maupun imbalan dalam bentuk apapun

	7
	Mendapat jaminan rekening resmi lembaga/institusi, bukan pribadi
	Wajib menggunakan rekening resmi lembaga terakreditasi atau mitra, bukan rekening pribadi

	8
	Mendapat jaminan tidak ada penggabungan kegiatan dalam satu publikasi
	Wajib membuat publikasi per kegiatan, tidak boleh menggabungkan beberapa kegiatan

	2. Registrasi dan Pengelolaan Kelas

	9
	Mendapat jaminan kegiatan didaftarkan H-3 untuk pelatihan, H-30 untuk peningkatan kompetensi
	Wajib mendaftarkan pelatihan min H-3 dan peningkatan kompetensi min H-30 via SIAKSI/SIAKPEL

	10
	Mendapat jaminan kuota, kriteria peserta, SKP, JPL, dan tanggal sesuai KAK dan Surat registrasi
	Wajib menetapkan kuota, kriteria peserta, jumlah SKP/JPL, dan tanggal sesuai KAK

	11
	Mendapatkan dan mengunggah hasil evaluasi dan bahan ajar dari Pihak Kedua
· Kegiatan peningkatan kompetensi: evaluasi hasil belajar (pre dan posttest/final quiz/uji kompetensi spesifik materi kegiatan peningkatan kompetensi
· Pelatihan: pretest, penugasan dan/atau praktik lapangan, posttest/final quiz/uji kompetensi sesuai kurikulum pelatihan 
	Wajib menyediakan dan mengunggah instrumen evaluasi serta bahan ajar di Plataran Sehat
Wajib menyediakan bahan ajar, instumen evaluasi dan mengisi instrumen evaluasi

	B. ASPEK KEPATUHAN PENYELENGGARAAN

	12
	Mendapat jaminan peserta, jadwal, fasilitator, dan materi sesuai KAK dan surat registrasi
	Wajib memastikan peserta, jadwal, fasilitator, dan materi sesuai yang didaftarkan

	13
	Mendapat jaminan lingkungan belajar aman melalui safety briefing, apabila pelatihan dilakukan secara luring
	Wajib menyampaikan safety briefing untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman

	C. ASPEK KEPUASAN PELANGGAN

	14
	Mendapat jaminan kualitas pembicara: penyampaian, bahasa, interaksi, penguasaan materi
	Wajib memastikan pembicara berkualitas dalam penyampaian, bahasa, interaksi, dan penguasaan materi

	15
	Mendapat jaminan kualitas materi: sesuai tujuan, cukup, media tepat, relevan terkini
	Wajib memastikan materi sesuai tujuan, memadai, menggunakan media tepat, dan relevan terkini

	16
	Mendapat jaminan kualitas kelola: akses mudah, registrasi lancar, sertifikat tepat waktu
	Wajib memfasilitasi akses Plataran Sehat, proses registrasi mudah, dan sertifikat tepat waktu

	D. ASPEK PENUNJANG, KEPATUHAN PERATURAN, DAN DOKUMENTASI

	18
	Mendapat jaminan kepatuhan terhadap UU, PP, dan Pedoman Kemenkes
	Wajib mematuhi UU No.17/2023, PP No.28/2024, dan Pedoman Akreditasi Kemenkes

	19
	Mendapat jaminan terhindar dari sanksi akibat pelanggaran mitra
	Wajib bertanggung jawab penuh agar Pihak Kesatu terhindar dari sanksi Kemenkes

	20
	Mendapat jaminan data, absensi, evaluasi terdokumentasi dan dilaporkan
	Wajib mendokumentasikan data, absensi, melakukan evaluasi, dan membuat laporan tepat waktu

	E. ASPEK KERJASAMA DAN KOORDINASI

	21
	Mendapat jaminan koordinasi baik selama proses penyelenggaraan
	Wajib menjaga koordinasi baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi

	22
	Mendapat jaminan pengendali mutu eksternal difasilitasi dengan baik
	Wajib memfasilitasi pengendali mutu eksternal dari Pihak Kesatu

	23
	Mendapat jaminan perubahan rencana dikomunikasikan dan disetujui
	Wajib mengkomunikasikan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis sebelum implementasi


B. KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN HAK PIHAK KEDUA
Kewajiban PIHAK KESATU merupakan hak yang dapat diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
	No
	KEWAJIBAN PIHAK KESATU
	HAK PIHAK KEDUA

	A. ASPEK REGISTRASI DAN ADMINISTRASI

	1
	Memfasilitasi dan mendampingi registrasi via SIAKSI/SIAKPEL
	Mendapat pendampingan dalam proses registrasi kegiatan

	2
	Mengajukan SKP ke kolegium minimal 30 hari sebelum pelaksanaan
	Mendapat kepastian pengajuan SKP dilakukan tepat waktu

	3
	Menginformasikan status persetujuan SKP sebelum publikasi
	Mendapat informasi jelas status SKP sebelum publikasi

	4
	Memberikan akses dan panduan Plataran Sehat
	Mendapat akses penuh dan pelatihan penggunaan Plataran Sehat

	5
	Memverifikasi dan menyetujui media publikasi sebelum dipublikasikan
	Mendapat feedback dan persetujuan tertulis atas media publikasi

	6
	Menyediakan template dan panduan media publikasi sesuai Kemenkes
	Mendapat template dan panduan jelas untuk media publikasi

	7
	Memberikan logo lembaga dalam format digital berkualitas
	Mendapat file logo lembaga dalam format siap pakai

	B. ASPEK PEMBINAAN DAN PENJAMINAN MUTU

	8
	Memberikan sosialisasi Pedoman Akreditasi Kemenkes
	Mendapat pemahaman komprehensif tentang pedoman yang harus dipatuhi

	9
	Konsultasi dan bimbingan penyusunan kurikulum/KAK
	Mendapat bimbingan menyusun kurikulum/KAK sesuai standar

	10
	Memberikan masukan perbaikan rancangan penyelenggaraan
	Mendapat masukan konstruktif untuk perbaikan rancangan

	11
	Menugaskan pengendali mutu untuk pemantauan
	Mendapat dukungan pengendali mutu

	12
	Melakukan audit surveilans dan memberikan feedback perbaikan
	Mendapat pemantauan berkala dan feedback konstruktif

	13
	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan selama penyelenggaraan
	Mendapat dukungan solusi atas permasalahan yang dihadapi

	C. ASPEK PEMBIAYAAN DAN SERTIFIKASI

	14
	Menetapkan biaya kerjasama transparan sesuai ketentuan
	Mendapat kepastian biaya jelas, transparan sesuai ketentuan

	15
	Memberikan rincian cakupan layanan dalam biaya kerjasama
	Mendapat penjelasan rinci cakupan layanan

	16
	Tidak menarik biaya tambahan diluar kesepakatan
	Mendapat jaminan tidak ada pungutan biaya tambahan

	17
	Menerbitkan sertifikat resmi dengan SKP yang disetujui kolegium
	Mendapat dukungan penerbitan sertifikat resmi yang diakui

	18
	Memproses sertifikat dalam waktu wajar setelah kegiatan
	Mendapat kepastian waktu penerbitan tidak berlarut

	D. ASPEK KOORDINASI DAN PERLINDUNGAN

	19
	Menunjuk koordinator untuk berkoordinasi dengan Pihak Kedua
	Mendapat kontak person jelas untuk koordinasi

	20
	Merespon pertanyaan/konsultasi maksimal 2x24 jam hari kerja
	Mendapat respon cepat dan tepat waktu

	21
	Melakukan rapat koordinasi minimal 1x sebelum dan 1x sesudah kegiatan
	Mendapat kesempatan koordinasi dan evaluasi bersama

	22
	Memberikan informasi update kebijakan Kemenkes yang relevan
	Mendapat informasi terkini perubahan kebijakan

	23
	Bertanggung jawab atas validitas akreditasi selama kerjasama
	Mendapat jaminan status akreditasi valid dan tidak dalam sanksi

	24
	Melindungi Pihak Kedua dari sanksi sepanjang tidak melanggar
	Mendapat perlindungan dari sanksi sepanjang memenuhi kewajiban

	25
	Memberikan klarifikasi ke Kemenkes jika Pihak Kedua tidak bersalah
	Mendapat pembelaan dalam audit/investigasi jika tidak bersalah

	E. ASPEK EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

	26
	Menyediakan template laporan dan memverifikasi laporan kegiatan
	Mendapat template jelas dan verifikasi laporan

	27
	Melaporkan kegiatan ke Direktorat Mutu SDM Kesehatan Kemenkes
	Mendapat kepastian kegiatan dilaporkan resmi ke Kemenkes

	28
	Evaluasi bersama untuk identifikasi pembelajaran dan perbaikan
	Mendapat kesempatan evaluasi bersama untuk perbaikan

	29
	Memberikan apresiasi untuk kinerja konsisten berkualitas
	Mendapat apresiasi atas konsistensi kualitas penyelenggaraan

	30
	Memberikan kesempatan ikut workshop/pelatihan terkait
	Mendapat kesempatan pengembangan kapasitas


PASAL 5
PEMBIAYAAN KERJASAMA
1. PIHAK KEDUA wajib membayar biaya kerjasama institusional fee kepada PIHAK KESATU dengan besaran sebagai berikut:
a. Jumlah peserta 1-100 orang: maksimal Rp500.000,- per kegiatan;
b. Jumlah peserta 101-200 orang: maksimal Rp1.000.000,- per kegiatan;
c. Jumlah peserta 201-300 orang: maksimal Rp1.500.000,- per kegiatan;
d. Jumlah peserta 301-400 orang: maksimal Rp2.000.000,- per kegiatan;
e. Jumlah peserta 401-500 orang: maksimal Rp2.500.000,- per kegiatan;
f. Untuk peserta di atas 500 orang, terdapat kenaikan maksimal Rp500.000,- untuk setiap kelipatan 100 peserta berikutnya.
2. Biaya kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah biaya institusional fee, diluar biaya/honor pelatih atau narasumber, sewa alat (jika diperlukan), pengendali mutu pelatihan, honor kepanitiaan, serta biaya perjalanan dinas apabila kegiatan dilakukan secara luring.
3. Sumber anggaran untuk seluruh pembiayaan penyelenggaraan kegiatan berasal dari PIHAK KEDUA atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.
4. Pembayaran biaya kerjasama dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
5. PIHAK KESATU wajib menerbitkan kwitansi resmi sebagai bukti pembayaran yang sah atas biaya kerjasama yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 6
PENGENDALI MUTU PELATIHAN
1. Setiap kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diselenggarakan wajib memiliki pengendali mutu internal dan eksternal.
2. Pengendali mutu internal berasal dari PIHAK KEDUA (lembaga yang mengajak kerjasama).
3. Pengendali mutu eksternal berasal dari PIHAK KESATU (lembaga pelatihan terakreditasi).
4. PIHAK KEDUA wajib memfasilitasi pengendali mutu eksternal dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugasnya, termasuk penyediaan akses informasi dan dokumentasi yang diperlukan.
PASAL 7
SANKSI DAN TANGGUNG JAWAB
1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pedoman Kemenkes dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK KESATU mendapat sanksi dari Kementerian Kesehatan berupa teguran, penurunan level akreditasi, pembekuan akun, atau pencabutan akreditasi, maka:
a. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan;
b. PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak tanpa kewajiban pemberian ganti rugi kepada PIHAK KEDUA;
c. PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK KESATU sebesar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PIHAK KESATU.
3. PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kerjasama, atau pemutusan kerjasama apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian ini terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, meliputi: bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan umum, wabah penyakit, dan/atau kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa, PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut.
3. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas tidak terlaksananya sebagian atau seluruh isi Perjanjian ini yang disebabkan oleh Keadaan Memaksa, dan akan melakukan musyawarah untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil.
PASAL 9
KERAHASIAAN
1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, menyebarluaskan, atau menggunakan informasi dan data tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
3. Kewajiban kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi atau arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai domisili hukum yang tetap dan mengikat.
PASAL 11
PERUBAHAN DAN ADDENDUM
1. Segala perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP
1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan dituangkan dalam addendum.
3. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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